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Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi pelaku UMKM 
terhadap maksud dikeluarkannya PP No.23 Tahun 2018, kemudahan dan 
penyederhanaan, perubahan tarif dan dasar perhitungan serta sosialisasi PP No.23 Tahun 
2018 yang dilakukan oleh fiskus. Data penelitian ini diperoleh dari observasi dan 
wawancara secara langsung dengan pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Tegal. Dalam 
penelitian ini dipilih 10 pengusaha UMKM sebagai informan. Metode yang digunakan 
dalam pemilihan informan adalah dengan menggunakan metode purpose sampling.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pelaku UMKM berpendapat bahwa 
maksud diterbitkannya PP No.23 tahun 2018 belum dapat mengedukasi masyarakat untuk 
transparansi dalam pembayaran pajak. 2) Kemudahan dan penyederhanaan dapat 
membantu masyarakat khususnya pelaku UMKM dalam membayar pajak. 3) Mayoritas 
pelaku UMKM lebih setuju dengan adanya perubahan dasar perhitungan pajak. 4) 
Sosialisasi yang diberikan oleh DJP masih kurang maksimal menurut para pelaku 
UMKM. 






















 The objective of this research is to understand the enterpreneur's perception of 
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (medium and micro enterprise) on the purpose of 
issuance of Government Regulation No.23 year 2018, as well as the easiness and 
simplicity of Government Regulation No.46 year 2013, the change tariff calculation and 
standard, and the socialization of  Government Regulation No.23 year 2018 was done by 
fiskus. The research data were obtained from direct observation and interview to the 
enterpreneurs of medium and micro enterprise in Tegal districts. In this research, there 
were 10 enterpreneurs as the informants. The research method used in selecting informant 
is based on purpose sampling. 
 The research finding revealed that 1) enterpreneurs think that the purpose of 
Government Regulation No.23 year 2018 do not educate people to apply discipline 
administration and transperancy in paying tax. 2) enterpreneurs think that the easiness and 
simplicity of tax can help peolple and entrepreneur in paying tax. 3) most entrepreneurs 
of medium and minor entreprise more agree with the calculation standard for tax 
calculation. 4) enterpreneurs think that the socialization of Government Regulation No.23 
year 2018 is not maximum yet.  
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A. Latar Belakang Masalah  
 Indonesia merupakan negara yang mengenakan pajak terhadap warga 
negaranya. Pajak yang dipungut digunakan untuk membiayai pengeluaran 
negara diberbagai sektor termasuk dalam pembiayaan pembangunan. Tentu 
yang diharapkan oleh pemerintah adalah peningkatan pendapatan dari sektor 
pajak setiap tahunnya mengingat meskipun Indonesia memiliki kekayaan 
sumber alam yang melimpah, namun hal tersebut ternyata belum mampu 
membiayai pembangunan merata diseluruh wilayah Indonesia. Peranan pajak 
dalam mewujudkan stabilitas roda kehidupan negeri ini harus terus 
ditingkatkan mengingat tingginya tuntutan kebutuhan dan makin 
kompleksnya tantangan zaman, terutama memasuki Era Globalisasi dan 
berlakunya ASEAN Free Trade Area (AFTA). 
 Pajak merupakan salah satu sumber pendanaan bagi negara dalam 
menjalankan peran pemerintahan. Pajak menjadi pemegang andil terbesar 
dalam pembangunan di seluruh aspek kehidupan di negara ini. Hal ini terjadi 
karena pajak merupakan sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi 
kepada negara. Tidak dapat dipungkiri, bahwa tanpa pajak, pembangunan 
tidak akan berjalan lancar karena besarnya biaya yang diperlukan tidak akan 
bisa ditutupi dengan pinjaman dan bantuan luar negeri.  
 Menurut Rochmat Soemitro pajak adalah iuran dari rakyat kepada  





timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dan yang digunakan untuk 
membayar pengeluaran umum.” 
Pajak adalah kegiatan membayar sejumlah uang kepada negara yang 
diatur oleh undang-undang yang berlaku yang digunakan untuk membiayai 
pengeluaran pemerintah dan pembangunan (Ahira, 2012). 
 Hal ini tercakup dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara 
(APBN) dimana penerimaan dari pembayaran pajak ini adalah sumber 
pemasukan terbesar negara. Pajak juga merupakan salah satu pendapatan 
negara yang langsung dipungut dari berbagai objek pajak. Direktorat Jenderal 
Pajak yang secara struktural berada di bawah naungan Kementrian Keuangan 
merupakan salah satu instansi pemerintah yang mengemban tugas 
administrasi perpajakan ini.  
 Dengan bermisikan menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan 
dengan menerapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka 
membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat, Direktorat 
Jenderal Pajak menurunkan misi tersebut kedalam misi fiskalnya, yakni untuk 
menghimpun penerimaan dari sektor pajak sehingga dapat menunjang 
pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan 
tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi (Annisa, 2011). 
 Saat ini Pemerintah mulai melirik sektor swasta yang dipastikan memiliki 
potensi yang besar untuk pemasukan pajak, yaitu dari Usaha Mikro Kecil 
Menengah (UMKM), omset dan labanya memang jauh lebih kecil 





ini yang hampir dapat dijumpai di sepanjang jalan nyatanya mampu 
memberikan sumbangsih yang berartibagi pertumbuhan ekonomi. 
Berdasarkan survei BPS, UMKM menyumbang 57% untuk PDB (Produk 
domestik bruto) sedangkan kontribusinya terhadap pajak hanya sebesar 5%. 
Jika sektor ini dapat dimaksimalkan perpajakannya maka akan memberikan 
dampak yang sangat positif bagi pemasukan kas negara. Pertumbuhan usaha 
mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia dari tahun ke tahun 
semakin bertambah. Berdasarkan berita yang dilansir dari Kementerian 
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, pelaku UMKM kini telah 
mencapai 7% dari total jumlah penduduk di Indonesia. Angka ini telah 
meningkat tajam dari tahun 2017 yakni sebesar 3,1%. Kenaikan jumlah 
pelaku UMKM yang begitu pesat tentu saja menimbulkan potensi penerimaan 
pajak bagi pemerintah. Transaksi – transaksi yang timbul dari UMKM ini 
sudah tentu menimbulkan kewajiban perpajakan bagi pelaku usahanya. 
 Dalam upaya untuk meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan 
secara sukarela (voluntary tax compliance) dan mendorong kontribusi 
penerimaan negara dari sektor UMKM, Pemerintah telah menerbitkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Peraturan Perpajakan yang baru 
ini memiliki kelebihan yaitu tarif yang dianut lebih kecil dari tarif yang 
sebelumnya yaitu 0,5% dari omset. PP No.23 Tahun 2018 berlaku untuk 
Wajib Pajak Orang pribadi dan / atau Badan yang memiliki penghasilan bruto 






 PP No.23 Tahun 2018 adalah peraturan baru yang dikeluarkan oleh 
pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak orang pribadi dan 
wajib pajak badan yang memiliki penghasilan bruto tertentu. Peraturan 
Pemerintah No.23 Tahun 2018 di tetapkan pada 1 Juli 2018. Pengenaan Pajak 
Penghasilan yang bersifat final tersebut ditetapkan berdasarkan pada 
pertimbangan perlunya kesederhanaan dalam pemungutan pajak, 
berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat 
Jenderal Pajak, serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. 
Tujuan pengaturan ini ialah untuk memberikan kemudahan kepada Wajib 
Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha yang memiliki 
peredaran bruto tertentu, untuk melakukan penghitungan, penyetoran, dan 
pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang.  
 Pasal 3 ayat (1) dalam PP No.23 Tahun 2018 berbunyi “Besarnya tarif 
Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
adalah 0,5% (setengah persen)” Pengenaan Pajak Penghasilan didasarkan 
pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak 
terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan. Jika dalam hal peredaran 
bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah 
Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu 
Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Final sampai dengan akhir 
Tahun Pajak yang bersangkutan. Namun apabila dalam sudah masuk pada 
tahun pajak berikutnya maka dikenakan tarif pajak penghasilan berdasarkan 





 Sejak diterapkannya PP No. 23 Tahun 2018 ini, penghasilan atas Wajib 
Pajak UMKM akan berkontribusi untuk meningkatkan jumlah penerimaan. 
Kontribusi sendiri berasal dari bahasa inggris yaitu contribute, contribution, 
maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun 
sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau 
tindakan. Berdasarkan pengertian kontribusi tersebut maka dapat diartikan 
bahwa kontribusi Pajak PP No. 23 tahun 2018 adalah keterlibatan yang 
dilakukan oleh Dirjen Pajak melalui penerapan PP No. 23 tahun 2018 dalam 
memberikan sumbangan kepada jumlah penerimaan.  
 Wajib Pajak yang dikenai dalam Pajak Penghasilan atau merupakan 
objek pajak sesuai PP 23 Tahun 2018 adalah orang pribadi maupun badan, 
tidak termasuk BUT (Bentuk Usaha Tetap). Meski tidak secara lansung 
dinyatakan dalam PP 23 tahun 2018, namun dapat kita pahami bahwa yang 
menjadi target pemajakan dalam ketentuan perpajakan baru ini adalah Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini terlihat dari batasan peredaran 
usaha Rp.4,8 milyar dalam PP tersebut yang masih dalam lingkup pengertian 
UMKM menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah, yakni usaha yang dilakukan orang perorangan atau 
badan usaha dengan peredaran maksimum Rp.50 milyar dalam setahun. 
Namun terdapat pengecualian yaitu orang pribadi yang melakukan kegiatan 
usaha perdagangan dan atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat 
dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat usaha 





warung tenda di area kaki lima, dan sejenisnya. Untuk Wajib Pajak Badan, 
apabila belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 
1(satu) tahun setelah beroperasi komersial memperoleh peredaran bruto 
(omzet) Rp 4,8 miliar.  
Sedangkan yang bukan merupakan objek pajak dari PP No.23 Tahun 2018 
ini adalah penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, seperti 
misalnya: dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris,PPAT, arsitek, pemain 
musik, pembawa acara, dan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) 
PP 23 Tahun 2018. Penghasilan dari usaha dagang dan jasa yang dikenai PPh 
Final (Pasal 4 ayat (2), seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa 
konstruksi (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan), PPh usaha migas, 
dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah. Dengan 
demikian orang pribadi atau badan tersebut wajib melaksanakan ketentuan 
perpajakan sesuai dengan UU KUP maupun UU PPh secara umum. 
Pengenaan pajak ini memang sedikit menyulitkan para pelaku usaha karena 
industri ini cenderung berhati-hati dalam pengeluaran biaya karena banyak 
hal yang harus diperhitungkan mulai dari proses produksi sampai penjualan. 
 Untuk memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban 
perpajakan, pemerintah telah merevisi aturan terkait UMKM yaitu PP nomor 
46 tahun 2013 dengan PP nomor 23 tahun 2018. Aturan baru ini telah 
memberikan keringanan tarif bagi para pelaku UMKM. Pajak Penghasilan 
UMKM terbaru ditujukan kepada para wajib pajak orang pribadi dan wajib 





perseroan terbatas yang memiliki dan menerima penerimaan bruto tidak 
melebihi Rp. 4.800.000.000,- dalam satu tahun pajak.  
Perubahan signifikan dalam PP ini adalah adanya penurunan tarif pajak dari 
yang sebelumnya sebesar 1% dan bersifat final menjadi 0,5% dan bersifat 
final. 
  Mulai diberlakukannya PP 23 tahun 2018 pada 1 Juli 2018  sebagai 
pengganti PP 46 Tahun 2013 adalah sebuah respon positif dari pemerintah 
atas keluhan para pelaku UMKM. Tarif UMKM yang sejak tahun 2013 
dibanderol sebesar 1% dari omset bruto sekarang dipangkas tarif pajaknya 
menjadi sebesar 0,5%. Kini para pelaku UMKM bisa bernafas lega dengan 
penurunan  tarif pajak ini.. 
 Wajib Pajak yang dikenai pajak ini adalah WP Orang Pribadi dan WP 
Badan berbentuk koperasi, Persekutuan Komanditer, Firma atau Perseroan 
Terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran 
bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. 
 Pajak Penghasilan yang terutang dapat dilunasi dengan cara disetor 
sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu paling 
lambat tanggal 15 bulan berikutnya atau dengan cara dipotong oleh Pemotong 
atau Pemungut pajak dalam hal Wajib Pajak bersangkutan melakukan 
transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut 
Pajak. 
Penurunan tarif pajak UMKM oleh pemerintah memang patut untuk 





pelaku usaha UMKM dapat mengembangkan usahanya dan memberikan 
kontribusi lebih kepada negara tanpa menghilangkan nilai kujujuran 
didalamnya mengingat pentingnya pajak bagi penerimaan negara ( PP No. 23 
Tahun 2018). 
Fenomena, UMKM merupakan salah satu isu ekonomi yang 
kemungkinan besar akan selalu diperdebatkan. Pada pertengahan 2018 
Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 
2018 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari  usaha yang 
diterima atau diperoleh dari wajib pajak yang memiliki peredaran bruto atau 
omzet sampai Rp4,8 miliar dalam satu tahun.  
Pokok kebijakan ini terkait penurunan PPh final UMKM dari 1% 
menjadi 0,5%. Keberadaan kebijakan ini diharapkan dapat mendorong sektor 
UMKM untuk berperan secara aktif dalam mewujudkan kegiatan ekonomi 
formal. Formalisasi kegiatan UMKM ini dapat dimulai dengan pembayaran 
pajak yang lebih berkeadilan sehingga sektor ini dapat menjadi salah satu 
pilar ketahanan ekonomi nasional. 
Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) 
menunjukkan peningkatan rata-rata pelaku UMKM baru di Indonesia selama 
2013-2016 mencapai 1 juta per tahun dari sebanyak 56,5 juta pada 2013 
menjadi 59,7 juta UMKM pada 2016. Pada 2018 Kementerian Koperasi dan 
UKM menargetkan jumlah UMKM mencapai 4% dari jumlah penduduk dan 





hal ini khususnya UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) terhadap 
penerapan PP. Nomor 23 tahun 2018.  
Penelitian ini difokuskan pada persepsi Wajib Pajak UMKM terhadap 
perubahan tarif dan dasar perhitungan, kemudahan dan penyederhanaan, 
maksud dikeluarkannya PP No.23 Tahun 2018, serta sosialisasi yang 
dilakukan Fiskus untuk mensukseskan peraturan baru ini. Brdasarkan Latar 
Belakang Diatas Maka penulis tertarik membahas serta meneliti lebih 
mendalam mengenai persepsi Pelaku UMKM terhadap PP. Nomor 23 tahun 
2018 dengan judul Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah 
(UMKM) Tentang Penerapan PP. Nomor 23 Tahun 2018. 
B. Rumusan Masalah 
  Dari latar belakang yang sudah di uraikan maka permasalahan yang 
dapat dirumuskan dari penelitian ini adalah : 
 Bagaimanakah presepsi pelaku Usaha Mikro Kecil Mengah (UMKM) Tentang  
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 ? 
C. Tujuan dan Manfaat Menelitian  
1. Tujuan penelitian  
Tujuan Dalam Penelitian ini adalah :  
a. Mengatahui Presepsi Pelaku UMKM Terhadap perubahan Tarif dan 
dasar Perhitungan Pajak  
b. Mengetahui Presepsi Pelaku UMKM terhadap Kemudahan dan 





c. Mengetahui presepsi pelaku UMKM terhadap Maksud Dikeluarkan 
PP No.23 Tahun 2018 sebagai media mengedukasi masyarakat untuk 
lebih transparansi dalam membayar pajak  
d. Mengetahui Presepsi pelaku UMKM terhadap Sosialisasi PP No.23 
Tahun 2018 yamh di keluarkan oleh direktoral jendral pajak  
2. Manfaat penelian  
  Hasil peelitian ini diharapkan memberi manfaat anatara lain : 
a. Manfaat Teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikn bahan kajian untuk 
menambah pengetahuan dalam bidang Usaha Kecil Mikro Menengah 
yang  yang berhubungan dengan Perpajakan, dapat  menjadi refrensi 
untuk melakukan peelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian 
selanjutnya yang berhubungan dengan Usaha Mikro Kecil Menangah. 
b. Manfaat Praktis  
1) Bagi Penulis  
 Menambah wawasan dan pengetahuan penelulis tentang 
Usaha Mikro Kecil Menengah. Selain itu penelitian ini sangat 
berguna terutama dalam mengembangkan teori yang telah 
diperoleh . 
2) Bagi Pihak Lainya  
 Penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai informasi bagi 
para pengguna dan juga referensi bagi peneliti yang lain yang 







A. LandasanTeori  
1. Persepsi 
a. Pengertian Persepsi 
Kehidupan individu sejak dilahirkan tidak lepas dari interaksi dengan 
lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya. Dalam interaksi ini, individu 
menerima rangsang atau stimulus dari luar dirinya (Sunaryo,2004: 93).  
Ada 2 tipe persepsi, Tipe pertama adalah persepsi pisik (phisical stimuly) 
yang datang dari lingkungan sekitar. Tipe kedua adalah persepsi yang berasal 
dari dalam si individu itu sendiri dalam bentuk predisposisi, seperti harapan 
(expCtation/ motivasi/ (motivation), dan pembelajaran (learning) yang 
didasarkan pada pengalaman sebelumnya. Kombinasi keduanya menghasilkan 
gambaran yang bersifat pribadi. Karena manusia merupakan entitas yang unik, 
dengan pengalaman, keinginan, kebutuhan, hasrat dan pengharapan yang unik, 
akibatnya persepsi juga unik (Simamora,2002: 105) 
Persepsi sebagai proses dimana individu mengatur dan 
mengintrepetasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi 
lingkungan mereka (Robins, 2008; 175). Namun, apa yang diterima seseorang 
pada dasarya bisa berbeda dari realitas objektif. Walaupun sehabisnya tidak 
perlu ada, perbedaan tersebut sering timbul. 
 Persepsi merupakan proses akhir dari pengamatan yang diawali oleh 
proses penginderaan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh alat indera, 
kemudian individu ada perhatian, lalu diteruskan ke otak dan baru kemudian 





Dengan persepsi individu dapat mengerti tentang keadaan lingkungan 
yang ada disekitaniya maupun didalam diri individu yang bersangkutan 
(Sunaryo, 2004; 93).  Sedangkan Walgito (2002: 271), persepsi merupakan 
proses psikologis dan hasil dari penginderaan serta proses terakhir dari 
kesadaran, sehingga membentuk proses berpikir.  
Istilah persepsi adalah suatu aktivitas seseorang dalam memberikan 
kesan, penilaian, pendapat, merasakan dan menginterpretasikan sesuatu 
berdasarkan informasi yang ditampilkan dari sumber lain (dipersepsi). Melalui 
persepsi kita dapat mengenali dunia sekitar kita, yaitu seluruh dunia yang 
terdiri dari benda serta manusia dengan segala kejadian-kejadiannya. 
(Mateson, 2005: 116). Persepsi seseorang akan mempengaruhi proses belajar 
(minat) dan mendorong mahasiswa imtuk melaksanakan sesuatu (motivasi) 
belajar. Oleh karena itu, menurut Semiun (2006: 279), persepsi merupakan 
kesan yang pertama untuk mencapai suatu keberhasilan. 
 b. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi 
Arfan (2010:58), menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi 
persepsi pada pemersepsi adalah: 
1) Sikap adalah suatu hal yang mempelajari mengenai seluruh tendensi 
(kecendrungan) tindakan baik yang menguntungkan maupun kurang 
menguntungkan bagi setiap manusia, objek, gagasan, atau situasi. 
2) Pengetahuan Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang 
diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan terdiri atas 





3) Pengalaman Pengalaman saja tidak dapat digunakan untuk 
menentukan kemampuan seseorang dalam menyelesaikan tugasnya 
dengan baik. Pada taraf permulaan memang seseorang yang 
mempunyai pengalaman tidak membutuhkan bimbingan dan 
pengawasan, namim pada taraf selanjutnya bila seseorang diberikan 
pendidikan secara sistematis, maka mereka yang mempunyai 
intelejensi yang baik akan menunjukkan prestasi yang baik dari 
mereka yang berpengalaman tetapi tidak mempunyai intelejensi yang 
baik. Dari beberapa faktor-faktor tersebut maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dapat 
berasal dari sikap, pengetahuan serta pengalaman yang dimiliki 
seseorang sehingga memiliki gambaran yang dapat mempengaruhi 
persepsi.  
2. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 
a. Definisi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 
Di Indonesia pengertian mengenai usaha kecil masih sangat 
beragam. Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 yang dimaksud 
usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil, dan 
memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan 
sertakepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, pasal 1 
butir 1 yaitu: 
1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua 





2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000,- 
(satu milyar rupiah), 
3) Milik warga negara Indonesia. 
4) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang 
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung 
maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar. 
5) Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan 
hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi 
(pasal 5). 
Selanjutnya Bank Indonesia dan Departemen Perindustrian 
mendefinisikan mengenai usaha kecil berdasarkan nilai  asetnya. 
Menurut kedua lembaga tersebut, yang dimaksud dengan usaha kecil 
adalah usaha yang mana assetnya tidak termasuk tanah dan 
bangunan bemilai kurang dari Rp. 600 juta. Adapun Kadin terlebih 
dahulu membedakan usaha kecil menjadi dua kelompok besar. 
Kelompok pertama, adalah yang bergerak dalam bidang 
perdagangan, pertanian, dan industri. Kelompok yang kedua, adalah 
yang bergerak dalam bidang konstmksi. Menurut Kadin, yang 
dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha yang memiliki modal 
kerja kurang dari Rp. 150 juta dan memiliki nilai usaha kurang dari 
Rp. 600 juta.  
Sehubungan dengan adanya keragaman dalam batasan 





dari usaha kecil. Berdasarkan studi yang telah dilakukan oleh 
Mitzerg dan Musselman serta Hughes dapat disimpulkan ciri-ciri 
umum usaha kecil, yaitu :  
1) Kegiatannya cenderung tidak formal dan jarang yang memiliki 
rencana usaha.  
2) Struktur organisasi bersifat sederhana.  
3) Jumlah tenaga kerja terbatas dengan pembagian kerja yang 
longgar. 
4) Kebanyakan tidak melakukan pemisahan antara kekayaan pribadi 
dengan kekayaan perusahaan. 
5) Sistem akuntansi kurang baik, bahkan sukar menekan biaya. 
6) Kemampuan pemasaran serta diversifikasi pasar cenderung 
terbatas.  
7) Margin keuntungan sangat tipis.  
Berdasarkan pada beberapa ciri tersebut di atas, maka dapat 
diketahui bahwa kelemahan dari usaha kecil selain dipengaruhi oleh 
faktor keterbatasan modal juga tampak pada kelemahan 
manajerialnya. Hal ini terungkap baik pada kelemahan 
pengorganisasian, perencanaan, pemasaran, maupun pada kelemahan 
akuntansinya. 
b. Kriteria Usaha Kecil Menengah 
Selanjutnya dalam ketentuan Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 





Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, kriteria 
usaha kecil adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 1995 sebagai berikut:  
1) Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan 
memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta 
kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 
2) Usaha menengah dan usaha besar adalah kegiatan ekonomi yang 
mempimyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan-penjualan 
tahunan lebih besar dari kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan 
usaha kecil. 
Secara nominal kriteria dalam ketentuan tersebut memberikan 
batas Rp. 200 juta rupiah sebagai pembatas antara jumlah modal 
pengusaha kecil dan pengusaha besar serta menengah. Dalam 
kenyataaiuiya, praktek industri atau usaha kecil ini temyata juga 
muncul dalam aneka tipe yang bermacam-macam, diantaranya dari 
sudut penggunaan tenaga kerja yaitu:  
(a) Industri kerajinan mmah tangga (conttage or household industry) 
yang hanya mempekerjakan beberapa tenaga kerja. Untuk di 
Indonesia batasan kategori ini adalah usaha (establishment) yang 
mempekerjakan satu sampai empat tenaga kerja, terutama anggota 
keluarga yang tidak dibayar (unpaid family labour). Industri 
kerajinan rumah tangga ini pada umunmya berorientasi pada pasar 





(b) Industri kecil yang juga berskala kecil, akan tetapi tidak 
mengandaikan diri pada tenaga kerja keluarga. Industri ini 
mempekerjakan tenaga kerja keluarga. Industri ini mempekerjakan 
tenaga kerja yang dibayar upah dan di dalamnya terdapat suatu 
hirarkhi antara para pekerja. 
Sedangkan dari segi teknologinya, usaha kecil dapat di 
golongkan atas usaha kecil yang tradisional serta usaha yang 
berorientasi pada teknologi modem. Penggolongan ini tentunya juga 
menjadi salah satu faktor yang tumt menentukan keberhasilan dalam 
menyerap pola hubungan kemitraan pada akhiraya.  
Berbagai variable independent maupun dependent mewamai 
usaha kecil ini, tetapi yang pokok bahwa dalam kaitannya dengan 
struktur perekonomian nasional usaha kecil merupakan salah satu 
asset yang harus diperhatikan. Konsep demokrasi ekonomi dalam 
Pancasila tidak membiarkan terjadinya free fight antara yang kuat 
dengan yang lemah, akan tetapi lebih diarahkan kepada keserasian 
dan saling dukung antar pelaku ekonomi, hal itu menimbulkan 
kewajiban bagi pemerintah untuk mengatur dan menetapkan 
perundang-undangan. 
3. Pajak 
a. Definisi Pajak 
pengertian pajak itu sendiri menurut Soemitro Rochmat (2011 : 1), 





undang (dapat dipaksakan) tidak  mendapatkan jasa timbal (kontra 
Prestasi) yang tidak dapat digunakan langsung untuk membayar 
pengeluaran umum." Sedangkan P. J. A. Andriani dalam bukunya 
Waluyo (2009 : 2), "Pajak adalah iuran yang dibayarkan masyarakat 
kepada Negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak dan  
wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (udang-undang) 
dan tidak mendapat sesuatu secara langsung dapat ditunjuk dan yang 
gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum 
berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan." 
Dari kedua definisi di atas terdapat persamaan pandangan atau 
prinsip mengenai pajak. Perbedaan mengenai kedua definisi tersebut 
hanya pada penggunaa kalimatnya saja. Kedua pendapat tersebut 
mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:  
1) Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang. 
2) Tidak ada timbal jasa (Kontraprestasi) secara langsung. 
3) Dapat dipaksakan. 
4) Hasilnya untuk membiayai pembangunan.  
b. Fungsi Pajak 
Pajak adalah sumber untuk penerimaan Negara yang mempunyai 
dua fungsi (Mardiasmo 2011 : 1) yaitu :  
1) Fungsi anggaran (budgetair) sebagai sumber dana bagi pemerintah, 





2) Fungsi mengatur (regulerend) sebagai alat untuk pengaturan  atau 
melaksanakan pemerintahan. 
c. Sistem Pemungutan Pajak  
Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem 
(Mardiasmo, 2011: 7), yaitu sebagai berikut: 
1) Official Assessment system Suatu sistem pemungutan yang memberi 
wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya 
pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.  
2) Self Assessment System suatu sistem pemungutan yang memberikan 
wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, 
membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. 
3) With Holding System Suatu sistem pemungutan yang memberi 
wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak 
yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang 
oleh Wajib Pajak. 
d. Definisi Wajib Pajak 
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 
mendefinisikan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi 
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai 
hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan perpajakan. wajib pajak  Orang Pribadi merupakan 
Subjek Pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di 





bahwa badan adalah sekumpul orang atau modal, baik yang melakukan 
usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan 
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik 
Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk 
apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 
yayasan, organisasi massa. organisasi sosial politik, atau organisasi 
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi 
kolektif dan BUT. 
4. Peraturan Pemerintah no 23 Tahun 2018  
Pemerintah menerapkan  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 
2018 sebagai pengganti PP Nomor 46 tahun 2013 tentang pajak 
penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang 
memiliki peredaran bruto tertentu. Disebutkan bahwa praturan pemerintah 
ini (selanjutnya kita sebut PP 23 Tahun 2018), Merupakan peraturan 
Pengganti PP 46 Tahun 2013 yang biasa kita kenal dengan aturan UMKM. 
Dengan Berlakunya PP 23 Tahun 2018, Maka PP 46 Sudah tidak Berlaku 
lagi.  
 a. Subyek Pajak PP 23 Tahun 2018  
 Subyek Pajak  yang dapat mnggunakan Peraturan ini adalah Wajib 
Pajak  yang menerima atau memperoleh Penhasilan Dengan Peredaran 
Bruto Tidak  Melebihi Rp. 4.800.000.000 (Empat Milyar Delapan Ratus 
Juta Rupiah) dalam 1(Satu) Tahun Pajak. Adapun kelompok wajib 





Pribadi dan Wajib Pajak Berbentuk Koprsi, Persekutuan Komanditer, 
Firma, atau Perseroan teratas, Sepanjang wajib pajak ini BUKAN :  
1) Wajib Pajak yang memilih untuk dikenai Pajak Pnghasilan 
berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) Huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau 
pasal 31E Undang- Undang Pajak Penghasilan  
2) Wajib Pajak badan Berbentuk Persatuan Komanditer atau Firma 
yang di bentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang Pribadi yang 
memiliki Keahlian Khusus menyerahkan jasa yang di kecualikan 
sebagai objek pajak pada aturan PP 23 Tahun 2018.  
3) Wajib Pajak Badan yang mmperoleh Fasilitas Pajak Penghasilan 
Berdasarkan Pasal 31A Undang-undang Pajak Penghasilan atau 
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Tentang 
Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak 
Penghasilan dalam Tahun Berjalan besrta perubahan atau 
penggantinya, dan  
4) Wajib Pajak berbentuk Usaha tetap  
 b. Objek Pajak PP 23 2008  
Pada dasarnya semua penghasilan dengan nama dan dalam bentuk 
apapun, merpakan objek pajak Penghasilan. Peraturan ini hanya 
memberi jenis Penghailan yang dikecualikan sebagai objek pajak 





1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang 
pibadi dari jasa sehubungan denggan pekerjaan bebas. Jenis Jasa 
yang termasuk disini adalah : 
a. Tenaga ahli yang melakukan pkerjaan bebas, yang terdiri 
dadi pemgacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, 
PPAT, penilai, dan aktuaris; 
b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang 
film, bintang sietrom, bintang iklan, sutradara, kru film,foto 
model, pragawan/ pragawati, pemain drama, dan Penari  
c. Olahragawan  
d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan 
moderator; 
e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah; 
f. Agen iklan; 
g. Pengawas atau pngelola proyek; 
h. Perantara  
i. Petugas penjaja barang dagangan; 
j. Agen asuransi; 
k. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan 
langsung dan kegiatan sejenis lainya. 
2.  Penghasilan yang di terima atau diperoleh di luar negri yang 





3. Penghasilan yang telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat 
final dengan ketentuan perturan perundang-undangan perpajakan 
tersendiri; dan  
4. Penghasilan yang dikeualikan sebagai objek pajak. 
c.  Tarif PPH Finl PP 23 2018  
Tarif PPH final PP 23 adalah sebesar 0,5% dari peredaran 
Bruto adapun cara menentukan peredaran bruto adalah sebagai 
berikut : 
1. Peredaran bruto dihitung selama 1 tahun terakhir, sebelum tahun 
pajak yang bersangkutan. 
2. Peredaran bruto yang dijadikan dasar penggenaan pajak 
merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai 
uang yang di terima atau diperoleh dari usaha, sebelum 
dikurangi potongan penjualan, potongan tunai dan/ atau 
potongan sejnis. 
3. Untuk Wajib Pajak Badan, Peredaran bruto adalah jumlah omset 
pusat dan cabang  
4. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi berkeluarga, Peredaran Bruto 
adalah Omzet suami dan istri. 












       Peraturan Pemerintah republik 
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bagi penerimaan pajak. Namun 
munculnya Peraturan tersebut 
telah mengundang pro dan 
kontra. Dampak negatif yang 
dirasa oleh para pelaku UMKM 
adalah pengenaan pajak 
penghasilan final tersebut tidak 
mencerminkan kemampuan 
membayar masing-masing wajib 
pajak. Dampak positif yang 
dirasa oleh para pelaku UMKM 
adalah hadirnya peraturan 
pemerintah ini memudahkan 
mereka dalam menghitung, 















menyimpulkan Perubahan tarif 
dan dasar perhitungan pajak 
memberikan dampak yang besar 
bagi para pelaku UMKM yaitu 
pada besarnya jumlah nominal 
pajak yang dibayarkan. Kenaikan 
terjadi pada Wajib Pajak Orang 
Pribadi dan Wajib Pajak Badan. 
Pengusaha UMKM yang 
termasuk sebagai Wajib Pajak 
Orang Pribadi mengalami 
kenaikan pembayaran yang lebih 
besar daripada Wajib Pajak 
Badan. Sedangkan Wajib Pajak 
Badan yang mengalami kenaikan 
yang besar adalah Wajib Pajak 
Badan yang memiliki laba yang 
rendah, Wajib Pajak Badan yang 
memiliki laba yang tinggi justru 
merasa diuntungkan dengan 
adanya penurunan pembayaran 
pajak menggunakan PP No. 46 
Tahun 2013. 




23 Tahun 2018 
menyimpulkan bahwa 
Implementasi sosialisasi yang 
telah dilakukan pemerintah dalam 
hal ini KPP belum maksimal. 










tata cara penentuan jangka waktu 
pengenaan tarif. Wajib Pajak 
yang masuk dalam kriteria yang 
memiliki peredaran bruto tertentu 
ini juga belum banyak 
mengetahui dengan jelas teknis 
pelaksanaan peraturan PP 23 
Tahun 2018 ini. 
4 Tatik, SE, M. 
















Kesimpulan yang didahasilkan 
dari penelitian ini, yaitu (1) tarif 
pajak bagi UMKM sebesar 1% 
dariomset cukup memberatkan 
bagi pelaku UMKM. Selain 
besarnya tarif pajak, 
ketidakpahaman merekaakan 
kewajiban perpajakan dan 
keterbatasan SDM yang dimiliki 
untuk mengurus perpajakan 
jugamenjadi kendala mereka 
dalam mematuhi kewajiban 
pembayaran pajak. (2) Pelaku 
UMKMmengapresiasi tarif pajak 
baru bagi UMKM sebesar 0,5% 
dari omset yang tertuang dalam 
PP No 23Tahun 2018. Pernyataan 
mereka akan kesediaan 
membayar pajak menguatkan 
potensi kepatuhanpembayaran 
pajak bagi pelaku UMKM di 
Kabupaten Sleman. (3) 
Responden yang merupakan 
pelakuUMKM di Kabupaten 
Sleman mengharapkan sosialisasi 
dan pendampingan untuk 
mendapatkaninformasi yang lebih 
detail terkait peraturan 


































peraturan pemerintah No.23 tahun 2018 
Pengertian UMKM  
Persepsi UMKM  
Presepsi UMKM 
terhadap 

























METODE PENELITIAN  
A. Pemilihan Metode   
Penelitiann ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu 
penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan karakteristik 
variabel yang diteliti dalam suatu situasi (Sekaran, 2006:58). yang bertujuan 
untuk mengetahui presepsi Wajib Pajak pemilik UMKM terhadap perubahan 
Peraturan Permerintan No. 46 Tahun 2013 Menjadi Peraturan Pemerintah No. 
23 Tahun 2018. 
Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer. 
Data Primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari berbagai sumber 
oleh peneliti yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Data primer 
diperoleh dari wawancara dan observasi secara langsung dengan pihak yang 
telah dipilih oleh peneliti, seperti informan yang mempunyai keterkaitan 
dengan fokus penelitian. berupa kata-kata dan tindakan dari orang-orang yang 
diamati dan diwawancarai.    
B.  Subjek Penelitian  
Pada penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, karena 
penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial 
tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi 
ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan 





2009: 215) mengungkapkan bahwa dalam penelitian kualitatif tidak 
menggunakan istilah populasi, tetapi dinamakan social situation atau situasi 
sosial yang terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat (place), pelaku (actors), dan 
aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis.  
Sugiono (2009: 216) mengemukakan bahwa sampel dalam penelitian 
kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai nara sumber, atau 
partisipan, informan. Selain itu, sampel juga bukan disebut sampel statistik, 
tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk 
menghasilkan teori. Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan 
saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. 
Subjek penelitian ini adalah UMKM di Kabupaten Tegal. Sebagai triangulasi, 
peneliti memanfaatkan Kepala Dinas UMKM Kab. Tegal sehingga hasil 
penelitian lebih representatif. 
C.  Teknik Pengumpulan Data  
Data adalah bagian terpenting dari suatu penelitian, karena dengan data 
peneliti dapat mengetahui hasil dari penelitian tersebut. Pada penelitian ini, 
data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik 
pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus 
menerus sampai datanya jenuh. Sesuai dengan karakteristik data yang 
diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang 
dilakukan adalah:  





Observasi merupakan teknik yang mendasar dalam penelitian non 
tes. Observasi dilakukan dengan pengamatan yang jelas, rinci, lengkap, 
dan sadar tentang perilaku individu sebenarnya di dalam keadaana tertentu. 
Pentingnya onbservasi adalah kemampuan dalam menentukan faktor-
faktor awal mula perilaku dan kemampuan untuk melukiskan akurat reaksi 
individu yang diamati dalam kondisi tertentu. Observasi dalam penelitian 
kualitataif dilakukana terhadap situasi sebenarnya yang wajar, tanpa 
dipersiapkan, dirubah atau bukan diadakan khusus untuk keperluan 
penelitian. Observasi dilakukan pada obyek penelitian sebagai sumber data 
dalam keadaan asli atau sebagaimana keadaan sehari-hari.  
Marshall dalam Sugiono (2010: 310) menyatakan bahwa “through 
observation, the researcher learn about behavior and he meaning attached 
to those behavior”. Jadi melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku 
dan makna dari perilaku tersebut. Berkaitan dengan observasi yang 
dilakukan dalam penelitian kualitatif maka observasi yang digunakan yaitu 
observasi langsung. Observasi langsung dalam penelitian ini digunakan 
untuk mengungkap data mengenai Persepsi UMKM terkait tentang 
Perubahan PP no 46 Menjadi PP No 23. Observasi ini bertujuan untuk 
mendapatkan data yang lebih lengkap mengenai Dapak Peraturan 
Pemerintah tersebut.  
2. Wawancara  
Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 





atau pewawancara dengan penjawab atau responden dengan menggunakan 
panduan wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti mencatat semua 
jawaban dari responden sebagaimana adanya. Pewawancara sesekali 
menyelingi jawaban responden, baik untuk meminta penjelasan maupun 
untuk meluruskan bilamana ada jawaban yang menyimpang dari 
pertanyaan. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
wawancara terstruktur. Maksudnya, dalam melakukan wawancara peneliti 
sudah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan 
tertulis.  
3. Dokumentasi  
Menurut Djam’an Satori (2011: 149), studi dokumentasi yaitu 
mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam 
permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat 




D.  Instrumen Penelitian  
Menurut Sugiono (201;222) Dalam Penelitian Kualitatif instrumen 
utama yang digunakan adalah peneliti itu sendiri. oleh karena itu peneliti 
sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti siap 
melakukan penelitian Yang selanjutnya terjun kelapangan. Validasi yang 





kualitatif, serta penguasaan wawasan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan 
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan perpajakannya. 
Penelitian kualitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan 
fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan 
pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan 
membuat kesimpulan atas temuannya. Peneliti menggunakan alat bantu 
dalam melakukan penelitian agar dapat mengumpulkan data dengan susunan 
yang terancang. Dengan data yang terancang maka akan memudahkan 
peneliti untuk mengolah data lebih mudah. Untuk memperjelas instrument 
yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menambahkan instrumen lain, 
diantaranya : 
1. Daftar pertanyaan untuk wawancara, yang digunakan sebagai kerangka 
atau acuan dalam wawancaa atau pengajuan pertanyaan secara langsung 
dengan narasumber yang terkait dengan penelitian. 
2. Alat tulis, digunakan untuk mencatat hasil wawancara. 
 
              Tabel III.1 
                 instrumen pertanyaan  
No Indiktor / fokus penelitian Pertanyaan 
1 Tentang magsud 
dikeluarkanya PP No.23 
Tahun 2018 
1. Menurut bapak/Ibu selaku UMKM apa 
tujuan diterbitkan Peraturan Pemerintah 
No.23 Tahun 2018 ? 
2. Apakah di keluarkannya PP No.23 Tahun 
2018 adalah unuk menjawab keluhan para 
pelaku umkm yang merasakan keberatan 





3. Apakah  diterapkanya PP No.23 Tahun 
2018 sudah cukup memihak kepada para 
pelaku UMKM ? 
2 Kemudahan dan 
Penyederhanaan Pajak  
1. Apakah dengan di terapkanya PP no.23 
Tahun 2018 para pelaku umkm merasakan 
kemudahan ? 
2. Apakah dengan kemudahan dan 
penyederhanaan perpajakan yg ada di dalam 
PP No.23 Tahun 2018 ini meningkatkan 
minat para pelaku umkm untuk tertib dalam 
perpajakan ?  
3. Menurut bapak/ibu pada saat umkm akan 
melakukan pembayaran pajak dimana letak 
kemudahan menggunakan PP No.23 Tahun 
2018 ? 
4. Apakah dengan kemudah dan 
penyederhanaan meningkatkan minat para 
pelaku umkm untuk taat dengan kegiatan 
perpajakan ?  
3 Perubahan tarif dan dasar 
perhitungan pajak 
 
1. Apakah yang dirasakan setelah di 
keluarkannya PP No. 23 Tahun 2018  ?   
2. Bagaimana pendapat bapak/ibu sebagai 
pelaku UMKM dengan penurun tarif yang 
semula 1% menjadi 0,5% ?  
3. Apakah di nilai dengan diturunkannya tarif 
ini dapat meringankan Kewajiban 
Perpajakan Bapak/ibu sebagai pelaku 
UMKM  ?  
4. Apakah PP No.23 Tahun 2018 dengan 
diturunkan tarifnya mencerminkan keadilan  
para pelaku umkm ?  
4 Sosialisasi PP No.23 Tahun 
2018 yang dilakukan 
Direktorat Jenderal Pajak  
1. Bagaimana cara petugas pajak 
mensosialisaskan peraturan Pemerintah no 
23 Tahun 2018 ini ? 
2. Apakah denga cara itu bapak/ ibu yakin 
bahwa semua umkm dapat memahami dan 
mengerti tentang tatacara penggunaan PP 






E.   Teknik Analisis Data  
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :  
1. Reduksi Data Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 
pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 
polanya.  
2. Penyajian Data  
Menurut Sugiono (2011; 249) langkah selanjutnya setelah mereduksi data 
adalah menyajikan data. Dalam penelitian ini data disajikan dalam uraian 
kata-kata, yang dihasilkan dari observasi di lapangan dan wawancara 
kepada Para Pelaku UMKM.  
3. Memberikan Kesimpulan Data  
Dalam hal ini yang dimaksud dalam memberikan kesimpulan data adalah 
memberikan deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya masih belum 
















HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penetian  
1. Sejarah Kabupaten Tegal 
Tegal berasal dari nama Tetegal, tanah subur yang mampu 
menghasilkan tanaman pertanian. Sumber lain menyatakan, nama 
Tegal berasal dari kata Teteguall. Sebutan yang diberikan seorang 
pedagang asal portugis yaitu Tome Pires pada tahun 1500-an. Melihat 
kesuburan tanahnya, Ki Gede Sebayu tergugah dan berniat bersama-
sama penduduk meningkatkan hasil pertanian dengan memperluas 
lahan serta membuat saluran pengairan.  Daerah yang sebagian besar 
merupakan tanah lading  tersebut kemudian dinamakan Tegal. Atas 
jasanya Ki Gede Sebayu diangkat menjadi pemimpin Kab. Tegal 
pada tanggal 12 April 1580 yang juga menjadi hari jadi Kab. Tegal. 
Kab. Tegal Terletak diantara 108°57’6” - 109°21’30” Bujur 
Timur dan 6°02’41” - 7°15’30” Lintang selatan, dengan wilayah 
seluas 876,10 Km² atau kurang lebih 3.968 Hektar. Luas Wilayah 
Kota Tegal, relatif kecil. Secara Administrasi Wilayah Kab. Tegal 








2. Visi dan Misi Kabupaten Tegal 
a. Visi 
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Mandiri, 
Unggul, Berbudaya, Religius, dan Sejahtera. 
b. Misi 
a. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan responsif terhadap 
pemenuhan hak rakyat. 
b. Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan 
ekonomi kerakyatan yang di fokuskan pada sektor 
perdagangan, industry dan pertanian. 
c. Mewujudkan kehidupan peseduluran dengan menjunjung 
tinggi nilai-nilai agama. 
d. Mengembangkan seni budaya dan pengetahuan tradisional. 
e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui 













3. Data Dinas UMKM Kabupaten Tegal 
 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Dinas UMKM 
yang ada di Kabupaten Tegal selama 2019 dari 18 kecamatan terbagi 
menjadi 3 krieria diantaranya Mikro, Kecil, dan Menengah dengan 
jumlah total 172.761 UMKM. Dari semua kecamatan yang ada di 





dengan jumlah terbanyak, untuk Usaha Makro terdapat 19.330, Usaha 
Kecil ada 2.376, dan Usaha Menengah sebanyak 217. 
B.  Hasil Penelitian  
1. Pemahaman Pelaku UMKM tentang NPWP 
Banyak kegunaan dan manfaat NPWP, salah satunya adalah 
sebagai sarana administrasi. Setiap komunikasi yang dilakukan wajib 
pajak ke Kantor Pajak, misalnya dalam pelaporan, pembayaran atau 
urusan lain yang berkenaan dengan pajak diperlukan adanya NPWP. 
Sekarang banyak instansi diluar kantor pajak mensyaratkan adanya 
NPWP, seperti salah satu syarat dalam mengikuti tender pemerintah, 
menjadi rekanan pemerintah, urusan pengajuan kredit pada perbankan, 
telekomunikasi, dan sebagainya. Bagi kantor pajak sendiri adanya 
NPWP memudahkan dalam perekaman, penyusunan, penyiapan data, 
laporan, kegiatan penelitian pemeriksaan dan kegiatan lainnya. Dengan 
banyaknya fasilitas-fasilitas yang ada pada NPWP, maka diharapkan 
masyarakat khususnya pelaku UMKM dapat segera mendaftarkan diri 
sebagai Wajib Pajak dan memiliki NPWP.  
Dalam penelitian ini dipilih UMKM yang sudah atau akan 
membayar pajak sehingga telah memiliki NPWP. Berdasarkan 
wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap 10 UMKM 
mayoritas mereka beranggapan bahwa memiliki NPWP memiliki 





dengan memiliki NPWP mereka akan dikenakan tarif pajak yang 
lebih rendah dari pada mereka yang belum memiliki NPWP, bagi 
usaha seperti UMKM yang memiliki keterbatasan modal dan 
penghasilan yang tidak sebesar perusahaan-perusahaan besar, hal ini 
tentu sangat bermanfaat karena mengurangi beban pajak mereka. 
Dalam praktiknya memiliki NPWP memang banyak manfaatnya bukan 
hanya untuk para pengusaha saja tetapi untuk masyarakat umum 
lainnya.  
Namun berdasarkan wawancara pada 10 pelaku UMKM juga 
masih ditemukan pelaku UMKM yang sejak lama memiliki NPWP, 
tetapi tidak mengetahui keuntungan memiliki NPWP. Mereka 
memiliki NPWP hanya untuk melaporkan kewajiban perpajakannya 
semata. Salah satu informan yang tidak mengetahui adanya manfaat 
memiliki NPWP adalah Pak Ari yang memiliki usaha pembuatan 
krupuk Usahanya sudah jalan 3 tahun, Beliau sudah memiliki NPWP 
tapi saya belum merasakan manfaat dari memiliki NPWP ini. 
Pernyataan tersebut secara implisit mengungkapan bahwa masih 
ada sebagian pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang tidak 
mengetahui dan memahami akan kewajiban perpajakannya. Salah satu 
alasannya adalah karena ketidaktahuan mengenai hak dan kewajiban di 
bidang perpajakan itu sendiri dan juga ketidak ikut sertaan dalam 
sosialisasi yang telah dilakukan oleh petugas pajak atau fiskus. Dalam 





UMKM telah mengetahui adanya manfaat memiliki NPWP. Manfaat 
yang dirasakan terutama adalah ketika pengajuan kredit ke perbankan.  
2. Pemahaman Pelaku UMKM terhadap Pengusaha Kena Pajak dan 
Kewajiban Perpajakan  
Pengusaha Kena Pajak menurut Undang-Undang No.42 Tahun 
2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pengusaha yang 
melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau 
penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak berdasarkan 
Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. sehingga dapat disimpulkan 
bahwa Pengusaha Kena Pajak adalah subjek dari Pajak Pertambahan 
Nilai (PPN) yang artinya bahwa pengusaha yang melakukan 
penyerahan Barang dan/atau Jasa berdasarkan UU PPN dapat 
dikenakan pajak. Namun demikian, tidak semua pengusaha 
mempunyai kewajiban tersebut. (www.pajak.go.id). Pengusaha yag 
tidak wajib dikenakan adalah pengusaha yang memiliki omset kurang 
dari Rp.4.800.000.000. Dalam hal ini pengusaha yang sudah menjadi 
PKP memiliki beberapa hak yaitu dapat mengkreditkan Pajak Masukan 
atas perolehan BKP/JKP, dan juga dapat memkompensasi atas 
kelebihan PPN di masa pajak berikutnya. 
 Dari hasil wawancara 10 informan diketahui bahwa mereka 
belum mengukuhkan diri sebagai PKP. Ada beberapa penyebab yang 
mendasari haltersebut. Yang pertama adalah karena para pengusaha 





Pengusaha Kena Paja (PKP), bagaimana cara mengukuhkannya dan 
apa manfaat menjadi PKP. Seperti jawaban yang dituturkan oleh Pak 
Erik ketika ditanya mengenai pengukuhan diri pengusaha menjadi 
PKP, PKP itu apa ya? untuk apa? Saya sendiri memang tidak terlalu 
paham sama pajak, jadi saya juga tidak mengetahui mengenai PKP ini. 
Dalam penelitian ini, informan nya memang mayoritas adalah 
Wajib Pajak Orang Pribadi yang termasuk sebagai pengusaha mikro 
dan kecil yang omsetnya kurang dari Rp. 4.800.000.000 sehingga tidak 
diwajibkan untuk menjadi PKP. PKP biasanya dikenakan kepada 
perusahaan besar omset diatas Rp 4.800.000.000 dengan sistem 
pembukuan yang dianggap baik dan benar untuk mengetahui informasi 
keuangan dan modal. Sehingga ketika peneliti melakukan wawancara 
kepada para pengusaha UMKM mereka kompak untuk menjawab 
belum mengukuhkan dirinya menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). 
C.  Pembahasan  
Penelitian ini meneliti tentang bagaimana persepsi pelaku UMKM 
terhadap penerapan PP No.23 tahun 2018. Untuk memberikan fokus 
persepsi yang dimaksud oleh peneliti, empat hal yang dibahas adalah 
mengenai maksud dikeluarkannya PP No.23 tahun 2018 sebagai media 
dalam mengedukasi masyarakat untuk transparansi dalam pembayaran 
pajak, kemudahan dan penyederhanaan, perubahan tarif dan dasar 
perhitungan pajak, serta sosialisasi yang dilakukan fiskus untuk 





1. Persepsi Pelaku UMKM terhadap Maksud dikeluarkanya PP No 
23 Tahun 2018  
Bukan tanpa maksud Direktorat Jenderal Pajak membuat 
perubahan pada peraturan pajak penghasilan. Pastinya ada tujuan yang 
ingin dicapai dengan peraturan yang baru ini. Tujuan dari adanya 
peraturan ini diantaranya adalah untuk kemudahan bagi masyarakat 
dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, meningkatkan 
pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat, terciptanya 
kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan. DJP 
juga menjelaskan bahwa salah satu alasan dikeluarkannya PP No.23 
tahun 2018 adalah untuk pemerataan pajak agar dapat merata bagi 
seluruh lapisan masyarakat. Karena selama ini DJP yang bekerja sama 
dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) melihat banyaknya UMKM 
yang memiliki omset yang tinggi tetapi belum memenuhi kewajiban 
perpajakannya, Sehingga DJP membuat peraturan baru ini untuk 
mengatasi beberapa masalah yang memungkinkan masyarakat 
khususnya para pelaku UMKM tidak memenuhi kewajiban 
perpajakannya. Salah satunya adalah karena kerumitan menghitung 
berapa besarnya pajak yang harus dibayarkan sehingga DJP membuat 
solusi untuk mempermudah cara perhitungan dengan cara 
penyederhanaan. 
 Hal tersebut seperti yang tertuang dalam tujuan dikeluarkannya 





kemudahan. Maksud dan tujuan PP No.23 tahun 2018 ini juga tidak 
lepas dari fungsi perpajakan itu sendiri yaitu fungsi budgeter dan 
regulared. Kesadaran Masyarakat Indonesia akan perpajakan masih 
rendah. Selama ini untuk perlakuan pajak bagi pengusaha kecil 
diasumsikan belum mampu untuk membayar staf pembukuan maka 
untuk menghitung pajaknya diperbolehkan menggunakan Norma 
Perhitungan Penghasilan Netto dimana tarif pajaknya menggunakan 
norma berdasarkan wilayah usaha namun perhitungan dengan norma 
ini juga masih dianggap sulit oleh masyarakat. 
 Sedangkan maksud dikeluarkan PP No.23 Tahun 2018 ada 
empat yaitu untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan 
perpajakan, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi, 
mengedukasi masyarakat untuk transparansi, dan memberikan 
kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan 
negara. Peraturan ini diharapkan membawa dampak yang positif bagi 
semua kalangan. Sayangnya dari hasil penelitian diketahui bahwa 
masyarakat khususnya para pengusaha UMKM belum mengerti benar 
maksud dikeluarkannya peraturan ini. Dari wawancara yang dilakukan 
peneliti terlihat bahwa informan pada umumnya belum mengetahui 
mengapa pemerintah mengeluarkan peraturan baru tersebut. Ketika 
peneliti menanyakan apakah dengan penerapan PP No.23 tahun 2018 
sudah cukup memihak kepada para pelaku UMKM. Secara umum 





dikeluarkannya peraturan baru ini. Seperti yang diungkapkan Bapak 
Erik mengenai pendapatnya tentang maksud dikeluarkannya PP No.23 
tahun 2018 ini Menurut pak Erik Dulu ketika UMKM belum 
berkembang seperti saat ini, pengusaha UMKM sama sekali tidak 
diperhatikan., pajak dengan enaknya mengeluarkan tarif 1% dari 
omset. Sekarang saat UMKM dapat maju pesat pajak menurunkan 
tatrif mnjadi 0,5% dengan syarat Itu justru menghambat lajunya 
UMKM.Untuk maksud transparansi, sepertinya untuk perkembangan 
UMKM tidak cukup bermanfaat. Masyarakat akan lebih tidak terima. 
Memberatkan UMKM terutama yang berlatar belakang pendidikan dan 
berpenghasilan rendah. Kalau begini caranya para pengusaha pasti 
tidak jujur dalam penghitungan omset. UMKM itu perlu dibina demi 
perkembangan bisnisnya bukan justru ditakuti dengan kewajiban 
Perjakan yang rumit. 
 Jika dicermati salah satu tujuan dikeluarkannya Peraturan 
Pemerintah No.23 tahun 2018 ini salah satunya adalah untuk 
mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi dan mengedukasi 
masyarakat untuk transparansi. Hal diatas justru berkebalikan dengan 
maksud PP No.23 tahun 2018 ini. PP No.23 tahun 2018 juga memiliki 
tujuan akhir yaitu untuk pemerataan. Dimana DJP melihat bahwa 
banyak masyarakat yang berpenghasilan rendah namun dalam satu 
tahun sudah bayar pajak, sedangkan UMKM yang penghasilannya bisa 





karena itu, DJP membuat Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 ini 
agar terjadi pemerataan pembayaran pajak. Salah satu informan yang 
berpendapat mengenai pemerataan adalah Bapak Andre yang memiliki 
usaha pembuatan satlekok, Untuk maksud pemerataan buat keadilan 
harusnya dilihat dulu kemampuan UMKM lebih detail. Ga adil juga 
kalau usaha kecil untungnya juga pas-pasan masih diberatkan dengan 
membayar pajak.  
Berdasarkan pernyataan kebanyakan informan mengenai 
maksud adanya peraturan baru ini terutama pada bagian untuk 
mengedukasi masyarakat lebih tertib administrasi dan transparan 
nampaknya belum cukup kuat mengajak masyarakat memenuhi 
kewajiban perpajakan yang ada. Namun dari sekian banyak informan 
yang kontra dengan maksud dikeluarkannya Peraturan Pemerintah 
No.23 Tahun 2018 ada sebagian informan yang sudah mengerti dan 
setuju dengan maksud dikeluarkannya peraturan ini.  
Maksud lain yang ada dalam PP No. 23 tahun 2018 ini salah 
satunya adalah untuk mengedukasi masyarakat agar transparan dalam 
melaporkan pajaknya. Maksud ini pun sontak mengalami penolakan 
dari beberapa informan, seperti yang dituturkan oleh Bapak Ari 
Sekarang karena dasarnya saja dari omset, otomatis pajak yang dibayar 
tambah besar. Masyarakat justru akan semakin tidak melaporkan pajak 
apa adanya. Mereka pasti merekayasa omset agar terlihat kecil, dengan 





 Pendapat yang hampir sama juga diungkapkan oleh Pak Indra 
yang memiliki usaha keripik tempe, beliau Menurut saya tidak ada 
pengaruhnya, soalnya pengusaha kecil pasti akan meminimalkan 
omsetnya untuk bayar pajak. Sekarang dilihat saja, ketika petugas 
pajak datang mereka justru menghindar alasannya usaha ini bukan 
usaha saya dan macem-macem lagi alasannya. 
Hal diatas memberikan penjelasan bahwa maksud 
dikeluarkannya peraturan baru ini mendapatkan penolakan dari para 
pelaku UMKM. Dengan melihat hasil wawancara ke 10 informan. 
Peneliti memberikan kesimpulan bahwa maksud dikeluarkannya 
Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2018 belum mampu mengedukasi 
masyarakat untuk transparansi dalam pembayaran pajak. sehingga 
mereka kebanyakan menolak Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2018 
ini. 
2. Persepsi Pelaku UMKM terhadap Kemudahan dan 
Penyederhanaan Pajak pada PP No. 23 Tahun 2018 
Kemudahan dan penyederhanaan yang dimaksud adalah 
mengenai cara pembayaran pajak dan perhitungan pajak. Saat ini 
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menjelaskan bagaimana 
kemudahan dan penyederhanaan yang diberikan melalui sosialisasi-
sosialisasi untuk mendukung Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2018 
ini. Seperti yang dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa sekarang 





Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang bekerja sama dengan bank-bank 
yang ada seperti BRI, Bank Mandiri, ataupun BTN untuk 
mempermudah proses pembayaran pajak. Sehingga pengusaha UMKM 
tidak harus datang langsung ke bank tetapi dapat membayar pajak 
lewat ATM terdekat. 
 Banyak dari wajib pajak khususnya para pelaku UMKM yang 
tidak terlalu paham dengan cara perhitungan pajak yang terkesan sulit 
dan rumit. Sehingga adanya Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 
menjadi jawaban atas keluhan Wajib Pajak selama ini yang mengaku 
sulit untuk menghitung Pajak Penghasilannya. Sehingga harapan 
Direktorat Jenderal Pajak atas peraturan baru ini sangat besar, agar 
wajib pajak dengan mudah menyampaikan kewajibannyauntuk negara. 
Kemudahan dan penyederhanaan ini dapat membantu wajib pajak 
karena pemberlakuan 0,5% dari peredaran usaha setiap tahun. Hanya 
dengan pencatatan peredaran usaha saja sudah dapat dihitung besaran 
pajak yang harus disetorkan ke kas negara. 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 informan ditemukan 
bahwa beberapan informan memang merasakan kelebihan kemudahan. 
Mayoritas dari para informan membayar pajak langsung pada bank 
seperti pada biasanya, tidak pernah menggunakan fasilitas seperti atm 
untuk membayar pajak. Walaupun fasilitas yang diberikan oleh DJP 
belum sepenuhnya digunakan oleh para pelaku UMKM, tetapi dalam 





menguntungkan. Kebanyakan dari pengusaha UMKM merasa 
pembayaran pajak saat ini sudah cukup mudah untuk dilakukan.  
Delapan dari informan yang diwawancarai secara langsung oleh 
peneliti menjawab sama. Mereka sudah mengetahui adanya fasilitas 
pembayaran pajak menggunakan ATM tetapi mereka memilih 
kebiasaan mereka yang membayar pajak melalui bank. Dalam hal 
penyederhanaan pembayaran pajak, mayoritas dari mereka setuju 
bahwa adanya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dapat 
membantu penyederhanaan pembayaran pajak. Terutama karena para 
Pengusaha UMKM belum mampu untuk membuat pembukuan secara 
lengkap. Mereka hanya memiliki pencatatan harian kas masuk 
sederhana Sehingga hal ini jelas dapat memberikan respon positif. 
Penyederhanaan yang dimaksud juga mengenai cara perhitungannya 
yang disederhanakan dengan rumus 0,5% dari omset. 
 Ibu Mirna berpendapat mengenai penyederhanaan pembayaran 
pajak Sekarang lebih simple dari catatan harian kalau sudah dijumlah 
pemasukan kas dan didapat omset bisa langsung dikali 0,5% buat 
ngitung pajaknya. 
Informan lain juga menjawab sama seperti yang diungkapkan 
oleh Bu Mirna. Dengan hasil penelitian tersebut maka dapat 
disimpulkan bahwa adanya penyederhanaan pajak dapat membantu 
masyarakat khususnya para Pengusaha UMKM dalam menghitung dan 





Peraturan ini dibuat untuk penyederhanaan dapat dibuktikan dengan 
adanya pendapat dari para pelaku UMKM bahwa penyederhanaan 
memang dirasa sangat membantu.  
3. Persepsi Pelaku UMKM terhadap Perubahan tarif dasar 
Perhitngan Pajak 
Telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 
2018. Peraturan mengenai pajak penghasilan telah berubah beberapa 
kali sebelum adanya perubahan juga terhadap pajak penghasilan untuk 
orang pribadi atau badan atas usaha yang memiliki penghasilan bruto 
tertentu.  Sebelumnya pajak penghasilan dikenakan 25% dari laba 
untuk Wajib Pajak Badan, sedangkan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi 
yang omsetnya kurang dari Rp. 4.800.000.000 dapat mengenakan tarif 
normatif. Apabila pengusaha mengalami kerugian usaha maka tidak 
dikenakan pajak. Akan tetapi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2018 ini tidak memberikan fasilitas kompensasi kerugian 
tersebut, dalam keadaan untung maupun rugi wajib pajak tetap 
membayar pajak sebesar 0,5% dari peredaran bruto (omset).  
Hal diatas tentunya mengundang pro dan kontra atas kebijakan 
pemerintah yang baru. Pihak yang pro tentunya adalah pihak 
Direktorat Jenderal Pajak sendiri yang membuat peraturan baru ini. 
Dalam website resmi pajak dijelaskan bahwa penting untuk dipahami 
bahwa aturan ini merupakan satu insentif. Pengenaan tarif 0,5% 





Sedangkan pihak yang kontra disini adalah para pengusaha UMKM, 
banyak dari mereka yang usahanya masih usaha pribadi dan belum 
menjadi suatu badan. Mereka mengeluhkan pajak yang dibayar 
menjadi lebih besar, tidak sesuai dengan pernyataan yang telah 
disampaikan oleh Para Petugas Pajak. 
 Salah satu UMKM yang setuju dengan adanya perubahan tarif 
dan dasar perhitungan pajak adalah Bapak Indra yang menurut beliau 
Sepertinya besar yang langsung 0,5% dari omset. Tapi kalau sudah 
peraturannya bagitu ya saya setuju saja. Saya selalu melaporkan pajak 
apa adanya dari pada nanti malah kena sanksi pasti lebih banyak lagi 
yang dikeluarkan untuk bayar pajak. Yang penting pajaknya digunakan 
dengan benar. 
Sedangkan mayoritas informan yang sudah diwawancarai secara 
langsung oleh peneliti terang-terangan merasa keberatan dengan 
adanya perubahan peraturan ini. Seperti Bu Mirna ketika ditanya 
bagaimana pendapatnya mengenai masalah ini beliau lebih setuju 
dengan peraturan yang dulu dari pada peraturan yang sekarang. Ini 
Mau 1% atau 0,5% kalau di hitung dari omset, ga ada pengurangnya 
jadi pajak yang saya bayar lebih besar. 
Dengan menanyakan secara langsung kepada pengusaha 
UMKM, dari jawaban yang dilontarkan informan, peneliti dapat 
menarik kesimpulan bahwa banyak dari UMKM yang masih tidak 





Alasan terbesar mereka adalah karena pajak dihitung dasarnya dari 
Omset dengan menggunakan PP No. 23 ini. Sedangkan sebagian kecil 
Pengusaha UMKM yang setuju dengan adanya perubahan tarif dan 
dasar perhitungan pajak adalah karena mereka ingin menjadi wajib 
pajak yang patuh pada ketentuan yang sudah ada dengan membuang 
anggapan negatif lainnya.  
4. Persepsi Pelaku UMKM terhadap Sosialisasi PP No. 23 Tahun 
2018 yang dilakukan oleh Direktoral Jenderal Pajak  
Sampai sekarang kesadaran masyarakat membayar pajak masih 
belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Masyarakat 
masih kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena menganggap 
pajak sama seperti upeti, memberatkan, pembayarannya sering 
mengalami kesulitan, kurang mengertinya masyarakat tentang pajak, 
terlalu rumit untuk perhitungan pajak serta pelaporan pajaknya. 
Namun masih ada upaya yang dapat dilakukan sehingga masyarakat 
sadar sepenuhnya untuk membayar pajak dan ini bukan sesuatu yang 
mustahil terjadi.  
Apabila masyarakat memiliki kesadaran maka membayar pajak 
akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan. Maka dari itu 
perlu digerakannya kesadaran masyarakat akan pajak agar Indonesia 
dapat menuju ke kesejahteraan yang selama ini diharapkan melalui 
sosialisasi dengan berbagai bentuk dan metode. Sebagaimana 





dari diri sendiri, maka menanamkan pengertian dan pemahaman 
tentang pajak bisa diawali dari lingkungan keluarga sendiri yang 
terdekat, melebar kepada tetangga, lalu dalam forum-forum tertentu 
dan ormas-ormas tertentu melalui sosialisasi.  
Dengan tingginya intensitas informasi yang diterima oleh 
masyarakat, maka dapat secara perlahan merubah mindset masyarakat 
tentang pajak ke arah yang positif. Sosialisasi dapat dilakukann dengan 
berbagai cara, dapat melaui media elektronik dan media cetak. Seperti 
membuat talkshow di radio maupun televisi, iklan pajak biasanya 
mempunyai penagruh dan dampak yang baik terhadap meningkatnya 
kesadaran dan kepedulian Wajib Pajak itu sendiri. Bentuk lain 
sosialisasi adalah melalui spanduk, banner, papan iklan dan 
sebagainya.  
Kanwil DJP Tegal juga sudah melakukan berbagai bentuk 
sosialisasi pajak. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu pejabat 
DJP, menyatakan bahwa :  
"Sosialisasi sudah banyak sekali kami lakukan, baik yang 
mengundang langsung maupun lewat spanduk yang kami pasang. 
Bahkan kami menyebar sendiri pamflet ke UMKM dengan 
mengenakan rompi pajak pada waktu itu."  
Melihat peraturan ini masih sangat baru yaitu baru diterapkan 
pada bulan Juli tahun 2018 tentu saja selain mengundang pro dan 





misalnya belum meratanya informasi yang diberikan kepada UMKM. 
Pada kenyataan yang terjadi dilapangan, berdasarkan wawancara pada 
10 informan ditemukan bahwa beberapa telah mendapatkan sosialisasi, 
baik langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi yang tidak langsung 
seperti yang telah dirasakan oleh Pak Andre pengusaha satlekok di 
Wilayah Kabupaten Tegal yang mengetahui informasi mengenai 
Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2018 ini dari spanduk yang 
dipasang di jalan tentang adanya perubahan peraturan yang 0,5% dari 
omset ya dari spanduk-spanduk yang dipasang di jalan. Teman-teman 
saya yang sesama memiliki usaha kebanyakan juga mengetahui adanya 
peraturan baru dari spanduk-spanduk di jalan bukan dari sosialisasi. 
Informan lainnya yang mengaku mengetahui informasi adanya 
peraturan baru ini adalah Bu Mirna yang memiliki usaha dagang. 
Beliau berpendapat bahwa Kalau awal kali tau itu dari berita katanya 
mau ada peraturan baru, kalau untuk pastinya tau dari spanduk-
spanduk yang dipasang di jalan. Setelah itu saya mendapat undangan 
sosialisasi tetapi harinya pas ada acara lain sehingga tidak bisa datang 
langsung. Lagipula tidak semuanya dapat undangan mas, ada teman 
saya sesama pengusaha tidak mendapat undangan, ya sudah saya pikir 
ini tidak terlalu penting. 
Beberapa informan yang tidak mendapatkan sosialisasi secara 
langsung dikarena oleh beberapa alasan. Alasan yang pertama muncul 





dalam operasi usahanya. Alasan kedua dari petugas pajak yang belum 
merata dalam mengajak para Pengusaha UMKM untuk mengikuti 
sosialisasi secara langsung, dan lain sebagainya Pendapat lain datang 
dari salah satu responden yang menyoroti cara sosialisasi yang 
dilakukan oleh DJP yaitu menurut Bapak Erik DJP ini kurang 
merangkul, pengusaha-pengusaha kecil kan memang takut dengan 
pajak. Mereka kalau masalah pajak ini sudah dari dulu ga suka. Kalau 
petugas pajak mau mengadakan sosialisasi ya menurut saya sih coba 
kerjasama sama Dinas Koperasinya langsung. Dinas Koperasi kan 
rutin biasanya mengadakan acara untuk perkembangan UMKM nah 
disitu bisa disisipi juga sosialisasi mengenai peraturan baru ini. Jadi 
mau ga mau mereka akhirnya kan tau bagaimana peraturan tersebut. 
Hal di atas dapat menjadi salah satu alternatif yang dapat 
dilakukan oleh DJP untuk lebih memaksimalkan sosialisasi yang telah 
dilakukan selama ini. Selain bentuk sosialisasi tidak langsung petugas 
pajak juga telah melakukan sosialisasi langsung dengan metode face to 
face atau bertemu langsung dengan para pengusaha UMKM seperti 
yang dilakukan oleh beberapa kantor pajak di Wilayah Kabupaten 
Tegal yang mengadakan penyuluhan mengenai peraturan ini. 
 Salah satu informan yang mendapat sosialisasi langsung dari 
petugas pajak adalah Bapak Rohman yang mengatakan Saya tau dari 
sosialisasi kantor pajak setempat mas, saya rasa sosialisasi seperti ini 





untuk lebih memahami. Bapak Indra yang memiliki usaha keripik 
tempe juga pernah ikut dalam kegiatan sosisalisasi yang digelar oleh 
DJP di KPP Pratama Tegal. Beliau menceritakan mengenai beberapa 
bentuk sosialisasi yang dilakukan DJP, Ya, saya taunya yang di Aula 
KPP Pratama Tegal. Jadi sebelum dilakukan sosialisasi disana, para 
petugas pajak secara langsung mendatangi UMKM disini kemudian 
membagikan pamflet dan undangan. Undangan itu berisi data UMKM, 
diisi dan kemudian dikembalikan ke petugas pajak. Data itu digunakan 
untuk mengetahui apakah usaha itu sudah layak atau belum untuk 
membayar pajak. Jadi tidak serta merta semuanya dikenakan pajak 
0,5%. Sosialisasi seperti ini pastinya sangat bermanfaat untuk UMKM. 
 Demikian penuturannya mengenai cara DJP dalam 
menyebarkan informasi mengenai pajak 0,5% dari omset. Dengan 
melihat jawaban 10 informan yang memiliki pendapat yang berbeda 
mengenai sosialisasi yang telah dilakukan DJP. Peneliti mengambil 
kesimpulan bahwa sosialisasi mengenai Peraturan Pemerintah No.23 
tahun 2018 masih kurang maksimal. Beberapa informan mengaku 
penyuluhan secara langsung sangat bermanfaat bagi UMKM, sehingga 
lebih menggiatkan usahanya untuk mensosialisasikan Peraturan 
Pemerintah No.23 tahun 2018 ini. Sosialisasi yang baik tentunya akan 
mendatangkan manfaat yang baik pula, terutama untuk kenaikan 






D. Analisis Persepsi Pelaku UMKM terhadap Penerapan PP No.23 
Tahun 2018  
Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM kurang 
memahami mana yang merupakan pajak yang bersifat final dan tidak final, 
banyak wajib pajak yang masih terbawa dengan kebiasaan peraturan lama. 
Dalam melaksanakan kewajiban pajak, masih ada kecenderungan wajib 
pajak untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Padahal pembayaran 
pajak merupakan kewajiban setiap wajib pajak yang harus dipatuhi. 
Melihat banyaknya Pro kontra yang didapat dari para pelaku 
UMKM mengenai perubahan tarif dan dasar perhitungan pajak, maksud, 
serta sosialisasi PP No.23 tahun 2018 yang telah dilakukan oleh Fiskus 
menjelaskan bahwa masyarakat Khususnya Pelaku usaha Mikro dan Kecil 
belum menerima sepenuhnya adanya Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 
2018 ini. Masyarakat mengharapkan adanya perbaikan dalam PP No.23 
tahun 2018 agar lebih memihak kepada para pelaku UMKM. 
Setelah peneliti mengetahui persepsi pelaku UMKM terhadap 
penerapan PP No.23 tahun 2018, peneliti dapat memberikan indikasi 
bagaimana masa depan dari PP No.23 tahun 2018. Setelah itu peneliti juga 
membuat analisis untuk  memperoleh kesimpulan serta saran. Pembuatan 
kesimpulan bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian 







5. Analisi Persepsi Pelaku UMKM terhadap Maksud dikeluarkannya 
PP No.23 Tahun 2018 
Masyarakat sudah terlanjur memberikan gambaran yang buruk 
terhadap pengelolaan pajak oleh DJP. Padahal belum tentu demikian. 
Krisis kepercayaan yang terjadi oleh masyarakat terutama para pelaku 
UMKM ini salah satunya adalah kasus korupsi yang mulai muncul di 
tahun 2009 lalu, adanya anggapan bahwa timbal balik pajak tidak bisa 
dinikmati secara langsung, bahkan wujud pembangunan belum merata, 
meluas apalagi menyentuh pelosok tanah air. Penerimaan pajak yang 
masuk ke APBN dan APBD tidak banyak dirasakan langsung 
manfaatnya oleh masyarakat, bahkan di banyak daerah 58% dana 
APBN dihabiskan untuk aparatur pemerintah seperti anggaran untuk 
rapat DPR yang terlampau besar.  
Pemerintah juga tidak terbuka mengenai penggunaan uang pajak 
serta kemunculan kasus-kasus lain yang turut menjadi penyebab 
berubahnya cara pandang masyarakat mengenai pajak menjadi 
semakin buruk. Sehingga adalah hal yang wajar apabila masyarakat 
marah dan kecewa. Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2018 ini tidak 
luput dari dampak gambaran buruk pajak yang telah melekat dalam 
masyarakat khususnya pelaku UMKM. Sehingga salah satu alasan 
dikeluarkannya peraturan baru ini yang kurang pas menurut pelaku 
UMKM adalah pemerataan pembayaran pajak, informan dalam 





melakukan pemerataan adalah salah, DJP seharusnya melihat lebih 
dalam kemampuan UMKM untuk membayar pajak tidak serta merta 
mengeluarkan peraturan. 
 Maksud DJP sebenarnya adalah untuk kepentingan masyarakat 
juga, pajak tentunya digunakan untuk pembangunan Negara. 70% 
pembiayaan Negara adalah berasal dari pajak. Namun sayangnya 
strategi intensitas pemerintah untuk meningkatkan jumlah pemasukan 
pajak adalah kas Negara kurang pas. Faktor ekonomi juga memiliki 
peranan besar terhadap pemenuhan kewajiban Wajib Pajak. 
Masyarakat terutama para pengusaha UMKM tidak akan menemuhi 
kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya kalau nilai 
yang harus dibayar itu masih dibawah penghasilan yang sebenarnya 
mereka peroleh setiap bulan. Maksud yang diusung dalam peraturan 
ini juga mendapatkan respon negatif dari pelaku yaitu mengenai tertib 
administrasi dan transparansi.  
Mereka beranggapan bahwa jika dasarnya dari omset, 
pengusaha kecil justru tidak akan terbuka mengenai omset, mereka 
akan berusaha menurunkan omset tersebut. Omset yang semakin kecil 
tentunya akan menghasilkan pembayaran pajak yang semakin kecil 
pula. Sehingga pelaku UMKM akan merekayasa penghasilan bruto 
tersebut untuk menurunkan pajak seminimal mungkin. Omset yang 






 Banyak dari mereka yang terkadang harus menanggung 
pengeluaran-pengeluaran yang besar. Sehingga omset tidak dapat 
dijadikan ukuran kemampuan usaha para pelaku UMKM dalam 
menjalankan usahanya. Mungkin apabila Bukan Tarifnya yang di 
turunkan Melainkan dasar Perhitungya  para pelaku UMKM tentunya 
akan  Lebih menerima dan  melaporkan pendapatan mereka dengan 
apa adanya data di lapangan. Sampai saat ini ketika peneliti 
menanyakan besarnya omset usaha masih menjadi hal yang 
menakutkan bagi para pelaku UMKM, tentang karena berhubungan 
dengan pajak yang mereka bayarkan. 
6. Analisis Persepsi Pelaku UMKM terhadap Kemudahan dan 
Penyederhanaan Pajak pada PP No. 23 Tahun 2018   
Respon positif yang diberikan oleh masyarakat adalah mengenai 
kemudahan dan penyederhanaan pajak. Peraturan perpajakan yang 
rumit telah tergantikan oleh peraturan yang sederhana. Kemudahan 
dan penyederhanaan aturan perpajakan khususnya Pajak Penghasilan 
untuk wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari usaha dengan 
omset tertentu, merupakan jawaban atas keluhan Wajib Pajak selama 
ini yang sangat sulit menghitung Pajak Penghasilannya. Dengan 
berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, membuat 
Wajib Pajak dapat dengan mudah melaksanakan kewajiban  
perpajakannya. Subjek pajak yang tergolong dalam kriteria Wajib 





memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkontribusi 
dalam penyelenggaraan negara, serta menumbuhkan kepatuhan 
sukarela dalam membayar pajak.  
Kemudahan dan penyederhanaan adalah salah satu kebaikan 
dalam PP No.23 tahun 2018 dari berbagai macam penolakan pada 
peraturan baru ini. Informan dalam penelitian ini merasa pembayaran 
pajak denagn peraturan ini memang dapat mempermudah dan 
menyederhanakan dalam perhitungan memperoleh berapa besarnya 
pajak yang harus dibayar. Peraturan yang tidak rumit seperti ini lah 
yang mampu memahami latar belakang para pelaku UMKM yang 
mayoritas dari mereka bukanlah ahli di bidang akuntansi maupun 
perpajakan.  
Dengan kemudahan dan penyederhanaan perhitungan akuntansi 
perpajakan, DJP telah berhasil membuat Peraturan Pemerintah No. 23 
tahun 2018 memiliki nilai lebih. PP No.23 tahun 2018 merupakan 
perubahan besar dalam perhitungan Pajak Penghasilan. Biasanya 
perubahan peraturan hanya terjadi pada penurunan tarif, tata cara 
perhitungan tetap sama sehingga masih menimbulkan kesulitan dalam 
proses perhitungannya. Sedangkan PP No.23 ini mengusung 
kesederhanaan perhitungan pajak dengan rumus 0,5% dari omset.  
Sayangnya kemudahan dan penyederhanaan yang ditawarkan 
tidak dibarengi dengan kebijakan penurunan pembayaran pajak. 





dapat menjadi obat bagi kekecewaan Wajib Pajak atas besarnya jumlah 
nominal pajak yang mereka bayarkan.  
7. Analisi Persepsi Pelaku UMKM terhadap Perubahan Tarif dan 
Dasar Perhitungan Pajak  
Jika diterawang dari kacamata para pelaku UMKM, adanya 
perubahan tarif dan dasar perhitungan pajak sangat memberatkan. Tarif 
yang sedemikian kecil yaitu 0,5% memang terlihat menguntungkan. 
Tetapi jika didasarkan pada omset belum tentu demikian. Jika dari 
omset maka pengusaha untung atau rugi tetap dikenakan pajak, 
terlebih lagi tidak ada pengurang yang dapat memperingan pajak 
seperti PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Jika dibandingkan 
dengan peraturan dulu penghasilan yang kurang dari PTKP tidak akan 
dikenakan pajak. Namun dalam PP No.23 tahun 2018 tidak berlaku 
demikian. Berikut peneliti mencoba memberikan gambaran bagaimana 
Peraturan Pemerintah yang baru ini justru lebih menjadi pemberat dari 
pada peringan bagai para pelaku UMKM. 
a. Perhitungan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi  
Berdasarkan data Dinas Koperasi diketahui bahwa usaha 
yang masih dimiliki pribadi memiliki jumlah yang lebih banyak 
daripada usaha yang sudah berbentuk badan. Dalam perhitungan 
pembayaran pajak untuk wajib pajak orang pribadi, peneliti 





diteliti belum ada yang membuat pembukuan seperti laporan posisi 
keuangan dan laporan laba rugi.  
Mereka hanya mencatat penghasilan yang diterima dari 
transaksi penjualan saja. Sedangkan mayoritas dari informan yang 
diteliti rata-rata memiliki 2-3 pegawai dan diantaranya tidak ada 
yang dikhususkan untuk bagian pencatatan administrasi. Karyawan 
toko biasanya bertugas untuk menjaga toko dan melayani pembeli. 
Tidak ada yang ditugaskan untuk mengelola pencatatan kas masuk 
dan kas keluar. Sehingga hanya pencatatan sederhana yang biasanya 
dilakukan oleh pelaku UMKM ini. Berikut contoh perhitungan 
pajak oleh Wajib Pajak Orang Pribadi : 
1. Pak Hari memiliki toko peralatan barang dapur. Selama tahun 2017 
total omset jualannya tahun 2017 adalah 320.000.000 Pak Hari 
menggunakan PP 46 Tahun 2013. Pak Hari memiliki seorang istri 
dan 3 orang anak. tahun 2018 omset Pak Hari sama dengan Tahun 
2017 (hal ini untuk mempermudah perhitungan pajak dalam satu 
tahun, karena tahun 2018 terjadi perubahan peraturan sehingga 
pajak harus dihitung per enam bulan)  
Menggunakan Perhitungan PP No.46 Tahun 2013 
Omset Jan-Des 2017 320.000.000 
Pajak Final (1% dari omset) 3.200.000 
 





Omset Jan-Des 2018 320.000.000 
Pajak Final (0,5% dari omset) 1.600.000 
 
 
2. Pak Adi memiliki Usaha Penjualan Besi tua. Selama tahun 2017 
total omset jualannya tahun 2017 adalah 90.000.000 Pak Adi 
menggunakan PP 46 Tahun 2013. Pak Adi memiliki seorang 
istri dan 1 orang anak. tahun 2018 omset Pak Adi sama dengan 
Tahun 2017 (hal ini untuk mempermudah perhitungan pajak 
dalam satu tahun, karena tahun 2018 terjadi perubahan peraturan 
sehingga pajak harus dihitung per enam bulan)  
     Menggunakan Perhitungan PP No.46 Tahun 2013 
Omset Jan-Des 2017 90.000.000 
Pajak Final (1% dari omset) 900.000 
 
    Menggunkan Perhitungan PP No.23 Tahun 2018  
Omset Jan-Des 2018 90.000.000 
Pajak Final (0,5% dari omset) 450.000 
 
3. Pak Andre memiliki Usaha Pembuatan Satlekok. Selama tahun 
2017 total omset jualannya tahun 2017 adalah 200.000.000 Pak 
Andre menggunakan PP 46 Tahun 2013. Pak Andre memiliki 





sama dengan Tahun 2017 (hal ini untuk mempermudah 
perhitungan pajak dalam satu tahun, karena tahun 2018 terjadi 
perubahan peraturan sehingga pajak harus dihitung per enam 
bulan)  
Menggunakan Perhitungan PP No.46 Tahun 2013 
Omset Jan-Des 2017 200.000.000 
Pajak Final (1% dari omset) 2.000.000 
 
    Menggunkan Perhitungan PP No.23 Tahun 2018  
Omset Jan-Des 2018 200.000.000 
Pajak Final (0,5% dari omset) 1.000.000 
 
4. Pak Ari memiliki Usaha Pembuatan Krupuk. Selama tahun 2017 
total omset jualannya tahun 2017 adalah 650.000.000 Pak Adi 
menggunakan PP 46 Tahun 2013. Pak Adi memiliki seorang 
istri dan 1 orang anak. tahun 2018 omset Pak Adi sama dengan 
Tahun 2017 (hal ini untuk mempermudah perhitungan pajak 
dalam satu tahun, karena tahun 2018 terjadi perubahan peraturan 
sehingga pajak harus dihitung per enam bulan)  
     Menggunakan Perhitungan PP No.46 Tahun 2013 
Omset Jan-Des 2017 650.000.000 






    Menggunkan Perhitungan PP No.23 Tahun 2018  
Omset Jan-Des 2018 650.000.000 
Pajak Final (0,5% dari omset) 3.250.000 
 
5. Pak Erik memiliki Usaha Pembuatan Tralis . Selama tahun 2017 
total omset jualannya tahun 2017 adalah 700.000.000 Pak  
menggunakan PP 46 Tahun 2013. Pak Erik memiliki seorang 
istri dan 3 orang anak. tahun 2018 omset Pak Adi sama dengan 
Tahun 2017 (hal ini untuk mempermudah perhitungan pajak 
dalam satu tahun, karena tahun 2018 terjadi perubahan peraturan 
sehingga pajak harus dihitung per enam bulan)  
     Menggunakan Perhitungan PP No.46 Tahun 2013 
Omset Jan-Des 2017 700.000.000 
Pajak Final (1% dari omset) 7.000.000 
 
    Menggunkan Perhitungan PP No.23 Tahun 2018  
Omset Jan-Des 2018 700.000.000 
Pajak Final (0,5% dari omset) 3.500.000 
 
6. Pak Indra memiliki Usaha Keripik Tempe . Selama tahun 2017 
total omset jualannya tahun 2017 adalah 100.000.000 Pak Indra 
menggunakan PP 46 Tahun 2013. Pak Indra memiliki seorang 





Tahun 2017 (hal ini untuk mempermudah perhitungan pajak 
dalam satu tahun, karena tahun 2018 terjadi perubahan peraturan 
sehingga pajak harus dihitung per enam bulan)  
 
     Menggunakan Perhitungan PP No.46 Tahun 2013 
Omset Jan-Des 2017 100.000.000 
Pajak Final (1% dari omset) 1.000.000 
 
    Menggunkan Perhitungan PP No.23 Tahun 2018  
Omset Jan-Des 2018 100.000.000 
Pajak Final (0,5% dari omset) 500.000 
 
7. Ibu Mirna memiliki toko Sembako. Selama tahun 2017 total 
omset jualannya tahun 2017 adalah 70.000.000 Ibu Mirna 
menggunakan PP 46 Tahun 2013. tahun 2018 omset Pak Adi 
sama dengan Tahun 2017 (hal ini untuk mempermudah 
perhitungan pajak dalam satu tahun, karena tahun 2018 terjadi 
perubahan peraturan sehingga pajak harus dihitung per enam 
bulan)  
     Menggunakan Perhitungan PP No.46 Tahun 2013 
Omset Jan-Des 2017 70.000.000 






    Menggunkan Perhitungan PP No.23 Tahun 2018  
Omset Jan-Des 2018 70.000.000 
Pajak Final (0,5% dari omset) 350.000 
 
8. Pak Rohman memiliki Usaha Keripik Tempe. Selama tahun 
2017 total omset jualannya tahun 2017 adalah 210.000.000 Pak 
Rohman menggunakan PP 46 Tahun 2013. Pak Rohman 
memiliki seorang istri dan 2 orang anak. tahun 2018 omset Pak 
Adi sama dengan Tahun 2017 (hal ini untuk mempermudah 
perhitungan pajak dalam satu tahun, karena tahun 2018 terjadi 
perubahan peraturan sehingga pajak harus dihitung per enam 
bulan)  
     Menggunakan Perhitungan PP No.46 Tahun 2013 
Omset Jan-Des 2017 210.000.000 
Pajak Final (1% dari omset) 2.100.000 
 
    Menggunkan Perhitungan PP No.23 Tahun 2018  
Omset Jan-Des 2018 210.000.000 
Pajak Final (0,5% dari omset) 1.50.0000 
 
9. Pak Aritonang memiliki Usaha Pembuatan Makanan Ringan. 
Selama tahun 2017 total omset jualannya tahun 2017 adalah 





Pak Aritonang memiliki seorang istri dan 1 orang anak. tahun 
2018 omset Pak Aritonang sama dengan Tahun 2017 (hal ini 
untuk mempermudah perhitungan pajak dalam satu tahun, 
karena tahun 2018 terjadi perubahan peraturan sehingga pajak 
harus dihitung per enam bulan)  
     Menggunakan Perhitungan PP No.46 Tahun 2013 
Omset Jan-Des 2017 120.000.000 
Pajak Final (1% dari omset) 1.200.000 
 
    Menggunkan Perhitungan PP No.23 Tahun 2018  
Omset Jan-Des 2018 120.000.000 
Pajak Final (0,5% dari omset) 600.000 
 
10. Pak Heru Kurniawan memiliki Usaha Pengadaan Barang. 
Selama tahun 2017 total omset jualannya tahun 2017 adalah 
2.800.000.000 Pak Heru menggunakan PP 46 Tahun 2013. Pak 
Heru memiliki seorang istri dan 1 orang anak. tahun 2018 omset 
Pak Heru sama dengan Tahun 2017 (hal ini untuk 
mempermudah perhitungan pajak dalam satu tahun, karena 
tahun 2018 terjadi perubahan peraturan sehingga pajak harus 







     Menggunakan Perhitungan PP No.46 Tahun 2013 
Omset Jan-Des 2017 2.800.000.000 
Pajak Final (1% dari omset) 28.000.000 
 
    Menggunkan Perhitungan PP No.23 Tahun 2018  
Omset Jan-Des 2018 2.800.000.000 
Pajak Final (0,5% dari omset) 14.000.000 
 
 
Tabel Perbandingan  
No Omset PPh Final 
PP No.46 
PPh Final 
PP No. 23 
% 
1 320.000.000 3.200.000 1.600.000  
2 90.000.000  900.000 450.000  
3 200,000,000 2.000.000 1.000.000  
4 650.000.000 6.500.000 3.250.000  
5 700.000.000 7.000.000 3.500.000  
6 100.000.000 1.000.000 500.000  
7 70.000.000 700.000 350.000  
8 210.000.000 2.100.000 1.050.000  
9 120.000.000 1.200.000 600.000  





Dari perhitungan di atas dapat terlihat bahwa wajib pajak orang 
pribadi mengalami penurunan pembayaran pajak yang cukup tinggi. 
Informan dalam penelitian ini mayoritas adalah wajib pajak orang pribadi 
yang tergolong sebagai pengusaha mikro dan kecil.  
Kenaikan cukup besar pada saat pergantian perhitungan normatif 
dan diterbitkanya PP No.46 Tahun 2013 untuk mempering Beban Pajak 
yang dirasa membebani usaha mikro pemerintah menerapkan atau 
mengganti PP No. 46 Menjadi PP No 23 Tahun 2018 namun dirasa belum 
memihak kepada para Pelaku UMKM yg masuknya Mikro dan Kecil 
Keuntungan yang belum pasti ditambah dengan pengeluaran beban-beban 
seperti pembelian bahan baku jika itu perusahaan yang memproduksi, 
pengeluaran gaji pegawai dan bebanbeban lain, belum lagi pesaing baru 
yang muncul menjadi ancaman bagi pengusaha mikro tersebut dalam 
memperoleh laba. Ditambah nilai rupiah yang terus turun membuat harga 
barang pokok menjadi semakin mahal. 
 Selain itu pendapatan yang dihasilkan dari usaha mikro ini 
mayoritas digunakan untuk living cost atau biaya kehidupan sehari-hari. 
Sehingga para pelaku UMKM sangat berharap akan kelangsungan usaha 
mereka sedangkan anggaran untuk membayar pajak yang begitu besar justru 
dirasa semakin memberatkan. 
 Mayoritas dari mereka akan memenuhi kebutuhan hidup terlebih 
dahulu sebelum membayar pajak. Ditinjau dari aspek keadilan dalam 





mencerminkan kemampuan membayar (ability to pay). Masyarakat 
khususnya para pelaku UMKM sangat mengharapkan adanya perbaikan 
dalam peraturan baru ini. Dengan menampung saran-saran yang diberikan 
oleh informan,  
4. Analisis Persepsi Pelaku UMKM terhadap Sosialisasi PP No.23 Tahun 
2018 yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak 
Masalah lain yang muncul adalah sosialisasi PP No.23 tahun 2018 
yang dilakukan oleh DJP selama ini. Beberapa bentuk sosialisasi yang 
dilakukan DJP diantaranya adalah, penyebaran leaflet pada UMKM, 
pemasangan spanduk di jalan-jalan besar, seminar PP No.23 tahun 2018, 
mengadakan event-event yang membantu proses sosialisasi PP No.23 tahun 
2018, dsb. Namun banyaknya sosialisasi yang telah dilakukan tersebut 
nyatanya belum mampu mengajak wajib pajak bangga membayar pajak. Hal 
itu dibuktikan dari hasil wawancara kepada 10 informan. Beberapa 
informan bahkan mengaku belum menerima sosialisasi secara langsung oleh 
DJP.  
Para pelaku UMKM mengetahui adanya perubahan peraturan dari 
teman-teman usahanya atau dari spanduk yang terpasang di jalan-jalan 
besar. Mereka belum pernah mengikuti kegiatan sosialisasi secara langsung 
yang diselenggarakan oleh DJP. Salah satu alasan mengapa masih 
ditemukan Wajib Pajak yang belum menerima sosialisasi secara langsung 





peraturan perpajakan. Dalam hal ini pemerintah harus memikirkan alternatif 
sosialisasi bagi wajib pajak yang tergolong sebagai wajib pajak pasif.  
Alasan lain adalah karena belum diterimanya PP No.23 tahun 2018 
sebagai peraturan yang mengatur pajak usaha mereka. Pelaku UMKM 
cenderung tertutup apabila ditanya mengenai perpajakan yang selama ini 
mereka terapkan. Oleh karena itu, banyaknya sosialisasi yang telah 
dilakukan DJP tidak mempengaruhi sikap wajib pajak untuk membayar 
pajak usahanya.  
Perbaikan peraturan harus dipikirkan oleh DJP untuk memberikan 
solusi atas penolakan wajib pajaknya. Dalam membuat perbaikan peraturan 
akan lebih optimal apabila DJP mengajak secara langsung masyarakat 
dalam hal ini adalah para pelaku UMKM untuk berdiskusi membuat 
peraturan yang sesuai dan dapat diterima oleh wajib pajak sendiri. Sebuah 
pertemuan dapat diadakan bersama perwakilan-perwakilan pengusaha 
UMKM dari kota maupun pelosok untuk bersama-sama membahas poin-
poin penting yang harus ada dalam peraturan misalnya besarnya tarif, dasar 
pengenaan, cara pembayaran dan hal-hal penting lainnya. 
 DJP juga dapat menugaskan perwakilan petugas pajak untuk terjun 
langsung dalam perkumpulan atau kelompok-kelompok UMKM untuk 
menampung saran dari para pelaku UMKM peraturan seperti apa yang 
mereka inginkan. Sehingga DJP dapat mengetahui secara langsung 
keinginan, kemampuan dan keadaan UMKM yang sebenarnya. Hal ini akan 





memahami setiap sdut bagian kecil permasalahan yang sering terjadi di 
dalam menjalankan usaha. Sehingga peraturan yang dibuat bersama ini 
sesuai dengan keadaan pelaku UMKM yang sebenarnya dan tidak akan 
terjadi penolakan. 
 Pelaku UMKM akan ikut serta bertanggung jawab atas kesuksesan 
berjalannya peraturan, yang akan berdampak pada tertibnya wajib pajak 
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Setelah melakukan diskusi 
dengan para pelaku UMKM, tugas DJP selanjutnya adalah 
mensosialisasikan peraturan baru ini kepada seluruh lapisan masyarakat 
terutama para pelaku UMKM serta menekankan bahwa peraturan baru ini 
adalah kesepakatan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Karena 
terlibat dalam proses pembuatannya, pelaku UMKM tentunya turut 
membantu mensosialisasikan peraturan baru tersebut agar informasi dapat 
tersebar merata dalam masyarakat. Diperlukan pula adanya pemberitaan 
yang mempublikasikan kepada publik melalui website ataupun media 
massal minimal satu bulan sekalu tentang realisasi dari penggunaan dana 
pajak. 
Dengan demikian masyarakat dapat mengetahui hasil dari 
pembayaran pajak yang mereka bayarkan setiap bulannya dan secara 
langsung dapat mengawasi bersama penggunaan uang pajak. Bentuk 
sosialisasi seperti ini adalah cerminan keterbukaan pemerintah dalam 
pengalokasian uang pajak. Selain digunakan untuk menjelaskan bagaimana 





digunakan untuk mengedukasi masyarakat terutama para pelaku UMKM 
agar lebih kritis dalam menyikapi masalah perpajakan seperti proses 
pengelolaannya dan benturan praktek di lapangan. Proses sosialisasi yang 
dibantu oleh masyarakat sendiri pastinya akan lebih optimal. 
Dengan berdasar  penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, 
banyaknya penolakan memberikan indikasi bahwa PP No.23 tahun 2018 ini 
masih jauh dari kesempurnaan. Jika masalah pajak seperti ini belum dapat 
diatasi oleh DJP dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan apalagi 
kebijakan yang baru ini justru dirasa memberatkan dikarnkan hanya 
penurunan tarif dan dasar perhitunganya sama di hitung berdasarkan Omset 
memang dengan diturunanya tarif pajak ada selisih yang dulunya 1% kini 
trun menjadi 0,5% tapi di rasa tidak tepat sasaran tidak memihak dengan 
Para UMKM yang memperoleh laba lebih kecil. 
 Para pelaku UMKM atau wajib pajak justru akan semakin giat untuk 
menghindar dari pajak. Hal ini juga dapat berdampak pada penurunan 
kepercayaan para pelaku UMKM yang berimbas pula pada tidak 
terpenuhinya target penerimaan pajak yang setiap tahun ditetapkan oleh 
DJP. Dampak yang buruk bukan saja terhadap pemerintahan tetapi juga 
untuk para pelaku UMKM yang sedang meniti karir usahanya menjadi 
pengusaha kecil dapat terhalang karena dirasa masih belum ada keadilan di 








KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, 
maka dapat diambil kesimpulan bahwa :  
1. Maksud yang dituju dalam PP No.23 tahun 2018 masih belum mampu 
untuk mengedukasi masyarakat untuk terbuka dalam omset yang 
dilaporkan sebagai dasar perhitungan PP No.23 tahun 2018, sehingga 
masih banyak para pengusaha UMKM yang merekayasa omset tersebut. 
2. Mayoritas pelaku UMKM sangat setuju bahwa PP No.23 tahun 2018 
membawa kemudahan dan penyederhanaan dalam perhitungan 
perpajakan. Hal ini dapat dilihat dari rumus perhitungan yang ada di PP 
No.23 tahun 2018 yaitu 0,5% dari omset dan rumus itu berlaku untuk 
Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. 
3. Perubahan tarif harusnya dasar perhitungan pajak juga di rubah jangan 
dasar perhitunganya itu dari Omset pelaku UMKM masih sangat 
keberatan karena jumlah pajak yang dibayarkan ke Negara itu 
mengalami kenaikan yang besar untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 
Wajib Pajak Badan yang memiliki laba rendah Akan dikenakan Pajak, 
akan tetapi untuk Wajib Pajak Badan yang memiliki laba tinggi justru 
mendapat Keringann pajak jika menggunakan PP No.23 tahun 2018. 
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4. Sosialisasi yang dilakukan oleh DJP masih belum maksimal dan belum 
bisa merangkul para pelaku UMKM sehingga masih banyak pengusaha 
UMKM yang acuh terhadap pembayaran pajak 
B. Saran 
1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak 
a) Memperbaharui peraturan perpajakan bagi wajib pajak atas usaha 
dengan penghasilan tertentu agar tidak memberatkan. 
b) Para pengusaha UMKM selaku wajib pajak diharapkan peka dan 
aktif terhadap peraturan-peraturan agar pengusaha UMKM dapat 
mengambil peran dalam perumusan peraturan perpajakan. 
c) Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya Direktorat Jenderal Pajak 
melakukan pendekatan personal, agar sosialisasi yang dilakukan 
lebih  mengena kepada Wajib Pajak. 
d) Di tiap akhir tahun, Direktorat Jenderal Pajak melakukan evaluasi  
terhadap implementasi Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2018 ini 
sebagai bahan kajian bagi kebijakan selanjutnya. 
2. Bagi Penelitian Selanjutnya 
a) Penelitian ini hanya berfokus pada empat persepsi pelaku UMKM 
mengenai PP 23 Tahun 2018. Untuk penelitian selanjutnya dapat 
menambah fokus persepsi. Sehingga dapat memberikan gambaran 
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